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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

 Keanekaragaman perikanan merupakan sumber daya perairan yang memiliki 

nilai ekonomi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Indonesia memiliki 

keanekaragaman perikanan dan kelautan yang sangat luas. Indonesia merupakan 

negara yang memiliki potensi besar di bidang perikanan. Perikanan merupakan salah 

satu upaya pemanfaatan sumber daya perairan, wujud nyata pemanfaatan sumber 

daya perikanan cukup besar dilakukan baik di perairan laut maupun perairan umum. 

 Keanekaragaman perikanan dapat menjadi sumber daya penting bagi 

Indonesia dengan sifatnya yang selalu berubah dengan keunggulan utama dapat 

dimanfaatkan secara terus menerus. Dengan keanekaragaman perikanan yang begitu 

luas, sudah selayaknya kita dapat menjaga, melestarikan dan memanfaatkan potensi 

tersebut untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan. Potensi perikanan 

yang sangat besar dan luas dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya apabila 

dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. 

 Namun, kekayaan sumber daya perikanan Indonesia belum dimanfaatkan 

secara optimal. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan di perairan belum 

sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Berbagai bentuk pelanggaran 

seperti pencemaran, overfishing, destruktif fishing, illegal transhipment, dan berbagai
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bentuk pelanggaran lainnya masih mewarnai pemanfaatan sumber daya perikanan 

yang mengakibatkan penurunan populasi spesies ikan di Indonesia. Menurunnya 

populasi jenis ikan ini juga mengakibatkan sumber daya ikan menjadi langka dan 

akibat yang paling buruk adalah sumber daya jenis ikan menjadi punah. Pemanfaatan 

yang diarahkan secara optimal pada pemanfaatan sumber daya ikan dengan 

memperhatikan daya dukung dan keberlanjutannya untuk menjamin kelestarian 

sumber daya ikan dan menjaga ekosistem ikan. Pemanfaatan sumber daya perikanan 

harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang 

berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan mengendalikan usaha perikanan 

melalui peraturan pengelolaan perikanan.
1
  

 Pengendalian ini dilakukan melalui tindakan pemerintah yang diatur dalam 

hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sendiri adalah hukum yang 

mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga 

negara atau hubungan antar organ pemerintahan.
2
 Hukum administrasi negara 

memuat semua peraturan yang berkaitan dengan tata cara organ pemerintahan 

menjalankan tugasnya.
3
 Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah atau 

administrasi negara melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan berbagai 

instrumen dalam melakukan kegiatan mengatur dan menjelaskan urusan 

pemerintahan dan sosial, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, 

                                                      
 

1
 Mahsuril Anwar, 2020, “Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 

Perspektif Otonomi Daerah”, Jurnal Muhammadyah Law Review, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, hlm. 2 
2
 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University 

Press, Yoyakarta, hlm. 22 
3
 Syahra Anggara, 2018. Hukum Administrasi Negara, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.15 
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peraturan, izin, instrumen hukum perdata, dan sebagainya.
4
 

 Pada tanggal 4 Januari 2021 dalam rangka pengaturan dan pengendalian 

keberlangsungang spesies ikan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. Dalam Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat 19 jenis 

jenis ikan termasuk jenis yang statusnya dilindungi dan bertujuan untuk menjaga dan 

menjamin ketersediaan, keberadaan, dan kelestarian jenis ikan.
5
 19 Jenis ikan tersebut 

tercantum dalam tabel berikut ini :  

TABEL 1 

19 (Sembilan Belas) Jenis Ikan Yang Dilindungi 

 

NO Jenis Ikan 

1. Pari Sungai Tutul (Fluvitrygon Oxyrhynchus) 

2.  Pari Sungai Raksasa (Urogymnus Polylepis); 

3.  Pari Sungai Pinggir Putih (Fluvitrygon Signifier); 

4.  Arwana Kalimantan (Scleropages Formosus); 

5.  Belida Borneo (Chitala Borneensis); 

6.  Belida Sumatera (Chitala Hypselonotus); 

                                                      
4
 Ibid., 183. 

 
5
 Https//:lexikan.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan Menetapkan 20 jenis ikan yang 

dilindungi, 22 Juli 2021, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 20:23 WIB 
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7.  Belida Lopis (Chitala Lopis); 

8.  Belida Jawa (Notopterus Notopterus); 

9.  Ikan Balashark (Balantiocheilos Melanopterus); 

10.  Wader Goa (Barbodes Microps); 

11.  Ikan Batak (Neolissochilus Thienemanni); 

12.  Pasa (Schismatorhynchus Heterorhynchus); 

13.  Selusur Maninjau (Homaloptera Gymnogaster); 

14.  Pari Gergaji Lancip (Anoxypristis Cuspidata); 

15.  Pari Gergaji Kerdil (Pritis Clavata); 

16.  Pari Gergaji Gigi Besar (Pristis Pristis); 

17.  Pari Gergaji Hijau (Pristis Zijsron); 

18.  Pari Kai (Urolophus Kaianus); dan 

19.  Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis). 

Sumber :  

Diolah dari: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021       

  Tentang Jenis Ikan yang dilindungi  

  

 

 Penelitian ini berfokus pada satu jenis ikan yang statusnya dilindungi penuh 

yakni Ikan Belida (Chitala Lopis). Ikan Belida (Chitala lopis) berasal dari famili 

Notopteridae, merupakan spesies yang memiliki nilai ekonomi relatif mahal, dengan 

sebaran geografis yang terbatas yaitu di India, Myanmar, Thailand, Malaysia dan 
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india. Di Indonesia ditemukan di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
6
 

 Siklus hidup ikan belida hampir seluruhnya hidup di perairan air tawar, 

sebagian populasi ikan belida dapat hidup di perairan rawa yang tergenang yang 

memiliki kualitas air yang buruk terutama kadar oksigen terlarut yang rendah, oleh 

karena itu ikan belida memiliki alat pernapasan berupa labirin. Pola migrasi lokal 

ikan belida adalah pada saat debit air rendah pada musim kemarau sebagian besar 

ikan belida cenderung hidup di perairan sungai dan sebagian di tempat terdalam yang 

tergenang, sedangkan pada saat air melimpah pada musim hujan menyebar ke rawa-

rawa, dan sawah yang tergenang air baik untuk pemijahan maupun mencari makan.
7
 

 Ikan Belida merupakan ikan yang memiliki harga relatif tinggi yaitu Rp. 

150.000-200.000/kg, dan ikan belida memiliki nilai budaya. Ikan Belida merupakan 

maskot Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, ikan 

belida mempunyai peranan penting baik secara ekologi, ekonomi, dan budaya. Rasa 

daging ikan belida yang gurih disukai masyarakat sehingga dijadikan ikan konsumsi. 

Produk olahan ikan Belida banyak tersedia mulai dari Pempek, Kerupuk Belida, dan 

Baso Belida. Selain sebagai ikan konsumsi, bentuk ikan belida yang unik dan indah 

membuatnya dijadikan sebagai ikan hias.
8
  

 

                                                      
 

6
 Estu Nugroho dkk, 2020, “Status Perikanan Belida (Chitala Lopis) di Provinsi Riau dan 

Strategi Pengelolaanya Secara Berkelanjutan”, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 12 No. 2, 

Balai Riset Budidaya Perikanan Air Tawar dan Penyuluhan, Jakarta, hlm. 2 

 
7
 Alam Putra Persada, 2020, “Karakteristik Genetik Ikan Belida (Chitala Lopis, Bleeker 

1851), Asal Sumatera dan Kalimantan Berdasarkan Gen COI”, Jurnal Iktiologi Indonesia, Institut 

Pertanian Bogor, hlm. 3 

 
8
 Sukendi dkk, 2019, Teknologi Pembenihan dan Budidaya Ikan Belida, Taman Karya, Pekan 

Baru, hlm. 5 
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Seiring berjalannya waktu, populasi ikan belida mengalami tekanan yang 

tinggi akibat penangkapan ikan dan juga penurunan kualitas habitat. Kelestarian ikan 

belida terancam oleh tiga faktor yaitu penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan 

alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan perubahan kondisi lingkungan 

perairan.
9
 Berkurangnya ketersediaan ikan belida berdampak pada warung-warung 

olahan pempek, salah satunya pempek Dempo 301 milik keluarga Rianti yang 

terletak di Jalan Lingkar 1 Nomor 438 Kelurahan 15 Ilir, Palembang dan rumah 

makan pindang muba milik Tri Harianto di pinggir jalan. perempatan Betung-Sekayu 

yang saat ini sudah tidak lagi menjual makanan olahan dari ikan belida.
10

 

Dalam rangka pengaturan dan pengendalian spesies ikan belida yang 

populasinya  semakin menurun, selain penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi, perlu ada 

instrumen pemerintah yang lain seperti perundang-undangan, peraturan, perizinan 

dan sebagainya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana 

mestinya dan tidak tumpang tindih antar aturan yang dapat mengakibatkan 

ketidakpastian dalam penegakan hukum.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membahas secara ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul : “Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang 

Pelarangan Penangkapan  Ikan Belida di Indonesia”. 

                                                      
 

9
 Ibid., 9. 

10
 https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/03/dengar-ikan-belida-dilarang-dikonsumsi-

pemilik-rumah-makan-pindang-di-muba, diakses tanggal 18 Oktober 2022, pukul 20.10 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum larangan penangkapan ikan belida di 

Indonesia? 

2. Bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penangkapan ikan belida 

 secara tanpa hak? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dan dasar hukum 

 pelaksanaan larangan  penangkapan ikan belida di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis sanski yang dikenakan terhadap 

 pelaku penangkapan ikan belida secara tanpa hak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat 

menjadi bentuk tambahan pemikiran dalam bidang ilmu hukum terkait larangan 
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penangkapan ikan yang dilindungi, khususnya ikan belida. 

2. Secara Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi 

para (a) Peneliti, (b) Aktivis Lingkungan, (c) Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait 

perlindungan penuh ikan belida yang terancam punah di Indonesia. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

menggambarkan, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.
11

 

Penelitian ini hanya membahas mengenai pertimbangan dan dasar hukum 

pelaksanaan larangan penangkapan ikan belida di Indonesia, serta sanksi yang 

dikenakan terhadap penangkapan ikan belida secara tanpa hak. 

 

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, 

yaitu (a) teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) tinjauan para 

ahli hukum berdasarkan bidang khusus masing-masing..
12

 

1. Teori Perizinan  

 Perizinan merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan 

                                                      
 

11
 Bambang Sugono, 2011. Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 

hlm. 111 

 
12

 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79. 
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dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis 

untuk mengontrol perilaku warga negara. Izin juga diartikan sebagai persetujuan dari 

pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam 

keadaan tertentu untuk menyimpang dari ketentuan larangan undang-undang. Dengan 

memberikan izin, penguasa mengizinkan orang yang memintanya untuk melakukan 

tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, termasuk mengizinkan tindakan yang 

untuk kepentingan umum memerlukan pengawasan khusus terhadapnya. suatu 

perbuatan, sepanjang dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, 

tindakan tata usaha negara yang mengizinkan tindakan tersebut adalah izin.
13

 Dengan 

mengikat tindakan pada sistem perizinan, legislator dapat mengejar berbagai tujuan 

diantaranya : 

a. Keinginan untuk secara langsung mengontrol aktivitas tertentu.. 

b. Mencegah kerusakan lingkungan. 

c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu. 

d. Bersedia berbagi hal-hal kecil. 

e. Pembinaan dengan memilih orang dan kegiatan yang dilakukan.
14

 

 Izin juga merupakan ketentuan yang bersifat dispensasi bukan larangan 

undang-undang. Secara umum, pasal yang dimaksud berbunyi “dilarang tanpa izin 

melakukan demikian dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan 

rincian persyaratan, kriteria, dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh pemohon 

                                                      
 

13
 N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya:, 1992), hlm.7 

 
14

 Ibid., 10. 



10 

 

 

 

untuk mendapatkan keringanan dari larangan tersebut. disertai dengan penetapan tata 

cara dan petunjuk pelaksanaan (instruksi pelaksana) kepada pejabat tata usaha negara 

yang bersangkutan.Selanjutnya, izin juga berarti, apabila pembuat undang-undang 

melarang suatu perbuatan, tetapi tetap memperbolehkannya, sepanjang dilakukan 

dengan cara yang ditentukan untuk setiap hal yang konkrit, maka perbuatan tata usaha 

negara yang mengizinkan perbuatan itu adalah izin.
15

 

 Keputusan pemberian izin merupakan keputusan tata usaha negara (TUN). 

Keputusan adalah kputusan sepihak suatu badan pemerintahan, yang diberikan atas 

dasar kewenangan konstitusional atau administratif, yang menimbulkan satu atau 

lebih keadaan perseorangan yang kongkrit, suatu hubungan hukum, menetapkannya 

mengikat atau melepaskan atau menolaknya. Menurut akibat hukumnya, izin tersebut 

merupakan keputusan TUN yang melahirkan undang-undang. Artinya dengan izin 

terbentuk suatu hubungan hukum tertentu. 

Dalam hubungan hukum ini, organ pemerintahan menciptakan hak dan kewajiban 

tertentu bagi mereka yang berhak. Selanjutnya ketentuan tersebut merupakan syarat 

yang menjadi dasar bagi organ pemerintah untuk memberikan izin. Kenyataan bahwa 

dalam banyak hal perizinan dikaitkan dengan kondisi sangat erat kaitannya dengan 

fungsi sistem perizinan sebagai instrumen untuk mengontrol (control) pihak yang 

berwenang.
16

  

 

                                                      
 

15
 Ibid., 12. 

 
16

 Ibid, 14. 
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Peneliti menggunakan teori perizinan ini adalah untuk membahas dan 

menganalisis permasalahan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan larangan 

penangkapan ikan belida di Indonesia secara tanpa hak.  

2. Teori Kepastian Hukum 

 Tujuan hukum adalah untuk menuntut keadilan semata-mata dan isi (material 

content) hukum ditentukan oleh kesadaran etis tentang apa yang dikatakan adil dan 

apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas yang suci 

dan mulia, yaitu keadilan dengan memberikan kepada setiap orang yang berhak 

menerima dan memerlukan pengaturan tersendiri untuk setiap perkara. Agar hal 

tersebut dapat terjadi, menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang disebut 

dengan algamene regels (aturan/ketentuan umum) dimana aturan/ketentuan umum 

tersebut dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepastian hukum. 

 Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan kelancaran 

dalam masyarakat, karena kepastian hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut::  

a. Adanya larangan (sanksi) eksternal dari mereka yang bertugas menjaga dan 

merusak barang publik melalui alat perantara. 

b. Sifat hukum yang berlaku bagi setiap orang. 

  Kepastian itu terlihat dari sikap lahiriah seseorang, tidak peduli baik atau 

buruknya sifat batin seseorang, yang penting adalah bagaimana sikap lahiriahnya. 

Hukum kepastian tidak memberikan sanksi bagi seseorang yang mempunyai sikap 

mental buruk, namun yang dikenakan sanksi adalah wujud dari sikap mental buruk 

itu, atau tindakan nyata atau konkrit. Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu 
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peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan pasti, karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak ada keraguan (multitafsir) dan 

logis dalam arti satu sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak 

menimbulkan pertentangan norma. 

 Dalam praktiknya, jika kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan seringkali 

tidak sejalan satu sama lain. Hal ini karena di satu sisi tidak jarang kepastian hukum 

mengabaikan asas hukum keadilan, di sisi lain tidak jarang hukum keadilan 

mengabaikan asas kepastian hukum. Jika dalam praktek terjadi pertentangan antara 

hukum kepastian dan hukum keadilan, maka hukum keadilanlah yang harus 

diutamakan. Sebab keadilan hukum lahir dari hati nurani pemberi keadilan, 

sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.
17

  

 Peneliti menggunakan teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan 

permasalahan yang ada dapat menciptakan kepastian hukum atas dasar hukum 

pelaksanaan larangan dan penerapan sanksi terhadap pelaku penangkapan ikan belida 

secara tanpa hak. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

 Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan 

suatu keadaan subjektif yang menyatakan adanya keharusan bagi subjek hukum untuk 

segera memperoleh sejumlah sumber daya bagi keberadaan subjek hukum yang 

terjamin dan dilindungi undang-undang, diselenggarakan dalam proses politik dan 

                                                      
 

17
 E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi 

Investor, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007   



13 

 

 

politik. pengambilan keputusan ekonomi, khususnya dalam distribusi sumber daya di 

tingkat individu dan struktural. 

 Perlindungan Hukum merupakan gambaran berfungsinya fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum 

sesuai dengan asas hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang 

represif (pemaksaan), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan 

hukum. 

 Philipus M. Hadjon menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” yang 

menjelaskan perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya perselisihan yang mengarah pada tindakan berdasarkan diskresi dan 

perlindungan hukum yang  represif  yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan 

termasuk penanganannya di lembaga peradilan..
18

   

 Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk memberikan 

perlindungan terhadap spesies ikan belida yang ditangkap secara tanpa hak. melalui 

dasar hukum pelaksanaan larangan penangkapan ikan belida di Indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu analisis yuridis 

                                                      
 

18
 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT 

Bina Ilmi, hlm 20 
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normatif yang intinya menekankan metode deduktif sebagai pedoman utama dan 

metode induktif sebagai pendukung. Analisis normatif yang menggunakan bahan 

pustaka sebagai sumber data penelitian.
19

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan per-undang-undangan (statute approach), pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan
20

 dari sisi norma hukum administrasi terkait pelarangan penangkapan 

ikan belida di Indonesia.  

b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach), pendekatan konseptual ini 

dilakukan dengan memahami doktrin dan pandangan yang berkembang dalam 

ilmu hukum yang dijadikan landasan untuk membangun argumentasi hukum 

dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin dan pandangan akan 

memperjelas gagasan dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum 

dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah dalam penelitian hukum.
21

  

c. Pendekatan Lingkungan (Ecological Approach), pendekatan ini dilakukan 

dengan fenomena geosfer tertentu dengan variabel yang ada. Fenomena 

geosfer berupa fenomena alam beserta peninggalan fisik perbuatan manusia 

                                                      
 

19
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. Pengantar Meode Penelitian Hukum, Rajawali Pers : 

Jakarta, hlm. 166 

 
20

 https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-

penelitian-hukum/  

 
21

 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 

hlm. 181 
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serta perkembangan gagasan dan nilai geografi untuk kesadaran lingkungan..
22

 

Dalam hal ini pendekatan lingkungan menelaah dari sisi kelestarian atau 

keberlangsungan spesies ikan belida.   

3. Bahan Penelitian 

 Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai permasalahan hukum sekaligus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan, peneliti memerlukan 

sumber penelitian yang disebut bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier.
23

 

 Pengolahan dan penganalisaan data pada dasarnya tergantung pada jenis 

datanya, karena penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang 

terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak lepas dari 

berbagai penafsiran dalam ilmu hukum.
24

 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer 

tersebut meliputi:: 

a). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  

 Pengelolaan Lingkungan Hidup 

                                                      
 

22
 Hadi Sabari Yunus, 2008, Konsep dan Pendekatan Geografi, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, hlm. 9 

 
23

 Peter Mahmud Marzuki,  Op.Cit,    hlm. 141 

 
24

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., hlm.163 
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b). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 

c). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-   

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 

d). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 

 2018 Tentang  Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi 

e). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Jenis Ikan Yang Dilindungi 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat 

hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan 

sumber lain yang mendukung..
25

 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), 

ensiklopedia.
26

  

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

 Bahan yang digunakan adalah bahan primer, sekunder dan tersier dimana 

pengumpulan bahannya menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan 

bahan-bahan yang sudah berbentuk tulisan yang disebut dengan “bahan hukum”. 

                                                      
 

25
 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014. Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13 

 
26

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32 
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5. Teknik Analisis Bahan 

 Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif yang mengacu pada norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan 

norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.
27

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan diambil dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan berpikir 

secara mendasar mengenai hal-hal yang umum kemudian menarik kesimpulan yang 

khusus.
28

 

                                                      
 

27
 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 105 

 
28

 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 67. 
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